Subsidi Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta Untuk MRT

Proyek Pembangunan MRT Jakarta (sumber: detik.com)

Moda transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan beroperasi pada tahun
2019 mendatang. Melayani rute Lebak Bulus hingga Bundaran HI sejauh 16 kilometer, MRT
memiliki waktu tempuh 30 menit saja. Selain kecepatan, keamanan dan kenyamanan, tarif adalah
salah satu daya tarik warga menggunakan MRT. Di sisi lain, tanpa subsidi dari Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, biaya perjalanan perpenumpang yang dihitung operator MRT
cukup tinggi.

Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji kewajiban Public Service Obligation (PSO) atau
pelayanan publik untuk MRT. PSO MRT tersebut nantinya akan berupa subsidi dari Pemerintah.
“Sampai dengan saat ini belum ada pengajuan untuk PSO-nya. Pasti kalau transportasi ini
bersubsidi ya. Karena nggak ketemu hitungan bisnisnya, pasti ada subsidi dari Pemerintah”, kata
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota pada Kamis, 26 Oktober 2017.

Saefullah melanjutkan, subsidi tarif tersebut nantinya juga akan dikombinasikan dengan
pengelolaan Transit Oriented Development (TOD). Tujuannya membiayai kegiatan operasional
sehingga tarif MRT bisa lebih ringan untuk masyarakat. “Tetapi, nanti ini (subsidi) kan
dikombinasikan dengan yang kemarin di-launching (pengelolaan TOD). TOD terhadap stasiun,
baik yang elevated maupun yang underground. Itu boleh saja nanti ada iklan, ada tenant-tenant di
situ. Nah, itu nanti diperhitungkan untuk membiayai operasional dari MRT”, lanjut Saefullah.

Saefullah belum bisa memperkirakan harga tiket MRT fase | yang akan beroperasi pada
Maret 2019. Sebab, bentuk fisik keretanya masih belum selesai dan pihak PT MRT Jakarta belum
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memaparkan soal ini. “Saya belum bisa sebut angka karena kan mesti ada pembahasan yang
komperehensif”, ujar Saefullah. Selain itu, pembahasan harga tiket ini harus melalui tinjauan
berbagai aspek, seperti sisi perhubungan, keuangan, dan sosial politik. DPRD DKI Jakarta juga
harus mengetahui soal harga tiket kereta MRT fase I.

Untuk diketahui, Kisaran tarif untuk penumpang MRT di Jakarta dibanderol sekitar
Rp17.000,00 sampai dengan Rp20.000,00 perpenumpang. Saefullah mengungkapkan, Pemprov
DKI bersama PT MRT akan menghitung ulang besaran tarif tersebut. “Nanti dihitung ulang, nanti
bisa saja PT MRT yang sudah dimandatkan oleh Pemprov DKI juga melakukan kajian-kajian”,
ujar Saefullah.

Namun, Saefullah enggan menyebut besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif MRT.
Menurut Saefullah, tarif MRT yang terjangkau tetap menjadi prioritas Pemprov DKI. “Nanti
dihitunglah pada saat menjelang operasional. Itu pasti ada kebijakan. Ini kan bagaimana orang
pindah ke situ dulu. Dihitung dengan baik yang paling terjangkau”, ujar Saefullah.

Saat ditanya apakah hal itu menandakan bahwa Pemprov menyetujui tarif MRT untuk
diturunkan, Saefullah menyebut hal itu bukan menjadi kewenangannya. “Kan ada kepala daerah,
bukan sekda sendiri setuju atau nggak setuju, nanti kepala daerahnya pasti akan bertanya kepada
teman-teman di Dewan. Jadi kalau saya putuskan sekarang, saya melebihi kewenangan saya”, kata
Saefullah.

Sebelumnya, Direktur Umum PT MRT Jakarta, William Sabandar menuturkan bahwa
berdasarkan ridership survey, perkiraan harga tiket kereta sebesar Rp20 ribu. Harga tersebut
merupakan harga yang belum disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui dana kewajiban
pelayanan publik/PSO. PT MRT Jakarta masih terus melakukan survei terkait asumsi jumlah
penumpang (ridership survey). William memperkirakan, ketika dioperasikan nantinya akan ada
173.400 penumpang yang terangkut setiap harinya. Harga tiket MRT diperhitungkan dengan
mempertimbangkan survei dan dikurangi dengan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta agar
masyarakat tidak merasa terbebani.

Selain ridership survey, PT MRT Jakarta masih menunggu PSO yang akan dikucurkan oleh
Pemerintah. “Nanti kami akan bicara dengan Pemprov DKI Jakarta berapa tarif yang akan
diberlakukan dan tentu akan memberikan besaran dari subsidi”, tutur William. Jika keduanya
sudah dipastikan, maka PT MRT Jakarta bisa menghitung kembali dan menetapkan tarifnya.

“Sekarang saya belum bisa memberikan informasi lebih detail”, tandas William.
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William menyampaikan tanggung jawab besar dalam menahkodai badan usaha milik
Pemprov DKI Jakarta ini. “Setidaknya tiga tugas utama sebagai CEO di perusahaan ini yaitu
menyelesaikan persoalan pembebasan tanah, percepatan pembangunan, dan berinovasi dalam
pendanaan proyek”, ujar William. “Saat ini untuk fase I, pendanaan proyek masih menggunakan
dana pinjaman dari Pemerintah Jepang, begitu juga yang direncanakan untuk fase 1l. Namun, fase
Il dan 1V, kami harus mulai untuk memikirkan strategi pendanaan secara mandiri. Hal ini harus
dilakukan agar pembiayaan MRT Jakarta tidak selalu bergantung kepada subsidi Pemerintah”,
imbuh William.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit
mengatakan ada beberapa faktor yang menentukan harga tiket kereta MRT fase | disamping
prediksi jumlah penumpang. Pertama adalah mandat yang diberikan pada PT MRT Jakarta dalam
mengelola kawasan TOD oleh Pemprov DKI Jakarta. Kedua adalah sistem pentarifan berdasarkan
zona atau distance-based yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kalau average tarif
ditetapkan Rp16 ribu atau sekitar Rp1.000 per km dan ada mandat pengembangan kawasan transit
hingga radius 400 meter sesuai rancangan Permen ATR (Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang) tentang perencanaan TOD, mungkin subsidi tidak diperlukan”, ujar Danang.

Jika pemberian mandat TOD tidak terjadi, Danang menduga akan ada 50 persen dari tarif
yang harus disubsidi dan membuat anggaran membengkak. Tetapi, kebijakan subsidi atau mandat
TOD harus dibahas legislatif yang membutuhkan komunikasi dan negosiasi. “Tarif dalam konteks
ini adalah policy decision, bukan commercial decision. Kalau tarifnya regulated, maka perlu

kebijakan”, kata Danang.
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Catatan:
»  Dasar hukum pembentukan PT MRT Jakarta yaitu:

a.  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;

b.  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas (PT) MRT Jakarta.

»  Pasal 1 angka 26 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan
Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap | (Satu) menyatakan bahwa Mass
Rapid Transit adalah layanan transportasi umum (kereta) dalam jangkauan lokal dan
beroperasi pada jalur khusus tetap atau jalur umum potensial yang terpisah yang digunakan
seeara eksklusif sesuai jadwal yang ditetapkan dengan rute/lini yang didesain dengan
perhentian-perhentian  tertentu, serta dirancang untuk memindahkan sejumlah

besar orang dalam waktu yang bersamaan.

»  Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan
Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass
Rapid Transit juncto Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun
2017 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta Sebagai Operator
Utama Pengelola Kawasan Transit Oriented Development Koridor (Utara-Selatan) Fase |
Mass Rapid Transit Jakarta menyatakan bahwa Mass Rapid Transit yang selanjutnya
disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan

jalur-jalur khusus.

»  Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 juncto Pasal 1 angka
7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2017 menyatakan bahwa Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas MRT Jakarta yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta
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adalah badan hukum perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah yang didirikan untuk

menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian MRT.

»  Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2017 menyatakan bahwa
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang

dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.

» Pasal 1 angka 27 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2012
menyatakan bahwa Transit Oriented Development (TOD) adalah kawasan terpadu dari

berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development menyatakan bahwa Pembangunan
Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD
adalah suatu konsep pengembangan kawasan yang berbasis dan berpusat di stasiun angkutan
umum massal, yang mengakomodir pertumbuhan baru menjadi suatu kawasan campuran
dengan area dengan berjarak 350 m sampai 700 m dari pusat kawasan yang terintegrasi
dengan kawasan sekitarnya melalui pemanfaatan ruang permukaan tanah, ruang layang dan

bawah tanah.

»  Pasal 1 angka 28 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2012 junctis
Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017 junctis
Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur DK Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 junctis Pasal 1 angka
9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2017 menyatakan bahwa kawasan
Transit Oriented Development atau Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit yang
selanjutnya disebut dengan Kawasan TOD adalah kawasan campuran permukiman dan
komersial beserta fasilitas pendukungnya dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan
umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal

sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi.

»  Penjelasan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

menyatakan bahwa kewajiban pelayanan publik (public service obligation) adalah kewajiban
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Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan

tarif yang terjangkau.

»  Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013.

a. Ayat (4) menyatakan bahwa untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan

perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi
kewajiban pelayanan publik dari APBD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang
tatacara  pemberiannya  dilakukan  berdasarkan  prinsip dan  hubungan
kontraktual.
Penjelasan ayat (4) menyatakan bahwa hak perseroan untuk mendapat subsidi dan
kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip transaksional yang diatur dalam Kontrak Pemberian
Pelayanan dan Kebijakan Pembiayaan.

b. Ayat (5 menyatakan bahwa penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD
Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan ayat (5) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan
publik adalah kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan
angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

»  Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017.
a. Pasal 33
ayat (1). Tarif penggunaan MRT ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari
PT MRT Jakarta dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Transportasi
Kota Jakarta serta mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ayat (2). Tarif penggunaan MRT ditetapkan harus terjangkau oleh masyarakat.
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b. Pasal 34.
ayat (1). Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
MRT, Pemerintah Daerah memberikan subsidi, sepanjang biaya
operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan PT MRT Jakarta.
ayat (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat pemberian subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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